PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN

Menimbang

Mengingat

L a.

. 1.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN -RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa sehubungan dengan Biro Kéuangah dan Aset Daerah
ditingkatkan menjadi Bada{‘n" Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah, maka perlu diadakan penyesualan tugas yang
menangani pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat
Daerah;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a untuk kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, maka dipandang perlu diadakan perubahan
terhadap tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi pada Biro
Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-gUndang ,: Daéar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; S ST

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1814);




3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang—Uridang‘{ Nomor ) 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemﬁaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor

3 Seri DJ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN.




Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan -
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi 'dan: ‘;f'l‘ata Kerjé Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan i:Ra;kya’c vDae’rah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 diubah, huruf b angka

6 dan angka 9 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri dari :
a. Asisten :
1. Asisten Pemerintahan;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat;
4. Asisten Administrasi dan Umum.
b. Biro:
Biro Pemerintahan;
Biro Otonomi dan Kerja Sama;
Biro Hukum dan Hgk'Asasi Mari;isi__a;
Biro Perekonomieud;;f "
Biro Administrasi Pémbahguriaﬁ.ﬁ -
dihapus;
Biro Kesejahteraan Rakyat;

Biro Penghubung;

© ® N O o s w N2

dihapus;
10.Biro Organisasi dan Tatalaksana;
11.Biro Umum dan Perlengkapan;

12.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.




(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Pér;;vakilan i Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan adalah “'sebagaimaria tercantum pada
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

_ Ketentuan Judul Bagian Kedua, Pasal 18 dan Pasal 19 diubah
serta Pasal 20 huruf c -dihapus, schingga berbunyi sebagai
berikut :

, Bagian Kedua
Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Pasal 18

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan tugas-
tugas pemerintahan dan mengkoordinasikan perumusan
kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di

bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18, Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di
bidang ekonomi dan pembangunan;

b. penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang -
ekonomi dan pembangunan;

c. pengendalian sumber daya aparatur keuangan, pembangunan
prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang ekonomi

dan pembangunan;
d. pelaksanaan tugas-lain yang diberikan oleh Gubernur sesual

dengan tugas dan fungsinya.
. Pasal 20

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
a. Biro Perekonomian; '
b. Biro Administrasi Pembangunan;

c. dihapus.




